SALINAN

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa dengan dilaksanakannya Proyek Strategis
Nasional di Kabupaten Situbondo yang bertujuan untuk
peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan  serta  meningkatkan = kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Nomor 6321);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 366);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 53);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 62)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 72);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
ASET DESA.

Pasal I
Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2017 Nomor 62) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2018 Nomor 72) disisipkan 1 (satu)
Pasal yakni Pasal 59A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5S9A

(1) Pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b masuk
dalam rekening kas desa pada bank yang ditunjuk
sebagai titipan sementara.

(2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk membeli tanah pengganti
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya uang ganti kerugian dalam
rekening kas desa.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah terlewati dan belum tersedia tanah
pengganti, maka uang ganti kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan kembali
untuk belanja modal pembelian tanah di tahun
anggaran berikutnya.

(5) Pembelian tanah di tahun anggaran berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan
nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pembelian tanah pengganti masih terdapat
sisa uang ganti kerugian yang relatif sedikit atau
uang ganti kerugian relatif kecil, dapat digunakan
selain untuk tanah.

(7) Selisih sisa uang ganti kerugian yang relatif sedikit
atau uang ganti kerugian relatif kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling banyak sebesar
Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
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(8) Selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti
rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai
pendapatan desa.

(9) Uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk biaya operasional dan biaya
pendukung pengadaan tanah.

(10)Penyediaan biaya operasional dan biaya pendukung
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dilaksanakan sesuai ketentuan perudang-
undangan.

Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Oktober 2023
BUPATI SITUBONDO,

ttd.
KARNA SUSWANDI
Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd. LN
N “/ T a 0 V\I;gembma (IV/a)
‘ 19831221 200604 2 009

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 52



